
 

 
S A L I N A N 

 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 106 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, 

Pasal 56, dan Pasal 57 Peraturan Kepala Arsip Nasional 

Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang 

Kearsipan, perlu dilakukan penyesuaian atas kedudukan, 

susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah 

Laut; 
 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut perlu 

diubah 1 (satu) nomenklatur Bidang serta 3 (tiga) Sub 

Bidang di dalamnya pada Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan; 

 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 

8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 81); 

 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan  :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN 

TANAH LAUT.   

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 81) diubah, sebagai  

berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari : 

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;  

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari : 

1) Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Konservasi 

Bahan Perpustakaan; 

2) Seksi Layanan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan; dan 

3) Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca. 
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d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, terdiri dari : 

1) Seksi Pembinaan Kearsipan;  

2) Seksi Pengawasan Kearsipan; dan 

3) Seksi Pengelolaan Arsip. 

a. UPT Dinas; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Bagian Keempat Bidang Kearsipan Pasal 13 diubah, sehingga 

Bagian Keempat Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

 

Bagian Keempat 

Bidang Penyelenggaraan Kearsipan 

 

Pasal 13 

 

(1) Bidang Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan bidang penyelenggaraan kearsipan; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Bidang Penyelenggaraan Kearsipan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penyelenggaraan Kearsipan; 

b. perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan; 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang 

penyelenggaraan kearsipan; 

d. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan layanan informasi 

kearsipan;  

e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip; 

f. pelaksanaan kebijakan dokumentasi; 

g. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

penyelenggaraan kearsipan; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil 

dalam bidang tugasnya. 

(3) Bidang Penyelenggaraan Kearsipan membawahi dari : 

1) Seksi Pembinaan Kearsipan; 

2) Seksi Pengawasan Kearsipan; dan 

3) Seksi Pengelolaan Arsip. 
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3. Ketentuan Paragraf 1 Seksi Pembinaan dan Layanan Informasi 

Kearsipan Pasal 14 diubah, sehingga Paragraf 1 Pasal 14 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Paragraf 1 

Seksi Pembinaan Kearsipan 

 

Pasal 14 

 

Seksi Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

terkait pembinaan kearsipan. 

 

4. Ketentuan Paragraf 2 Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip Pasal 15 

diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 

 

Paragraf 2 

Seksi Pengawasan Kearsipan 

 

Pasal 15 

 

Seksi Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

terkait pengawasan kearsipan. 

 

5. Ketentuan Paragraf 3 Seksi Dokumentasi Pasal 16 diubah, sehingga 

Paragraf 3 Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 

 

Paragraf 3 

Seksi Pengelolaan Arsip 

 

Pasal 16 

 

Seksi Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

terkait pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. 

 

Pasal II 

                    

(1) Nomenklatur jabatan yang dimuat dalam Peraturan Bupati ini berlaku 

efektif terhitung sejak ditetapkannya validasi oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan/penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan, maka mutasi dan 
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promosi Pegawai Negeri Sipil sebelum ditetapkannya validasi oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia tetap berpedoman pada struktur dan nomenklatur 

jabatan lama. 

 

Pasal III 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 12 Agustus 2020 

 

 BUPATI TANAH LAUT, 

 

      Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 12 Agustus 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

   Ttd 

 

H. DAHNIAL KIFLI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 106 

 

  

 


